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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 2TAHUN  2013

TENTANG
RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa interaksi dari berbagai stakeholders dalam
pemanfaatan wilayah pesisir dan laut di Provinsi Sulawesi
Barat semakin intensif dan berpotensi menimbulkan
konflik pemanfaatan yang mengancam kelestarian
ekosistem, maka guna menjamin terlaksananya
pemanfaatan wilayah pesisir terpadu dan mengatasi
konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir, perlu membuat
Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hukum Laut  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
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Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725).

10. Undang-UndangNomor 27 Tahun 2007
tentangPengelolaan Wilayah PesisirdanPulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739);

11. Undang-UndangNomor4Tahun
2009tentangPertambangan Mineral dan
Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

12. Undang-UndangNomor10Tahun
2009tentangKepariwisataan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan
Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas
Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
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16. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 62 Tahun
2010 tentangPemanfaatan Pulau-Pulau KecilTerluar,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
101, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5151);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

18. PeraturanMenteriKelautan Dan PerikananNomor 16
Tahun 2008 tentangPerencanaanPengelolaan Wilayah
PesisirdanPulau-Pulau Kecil;

19. PeraturanMenteriKelautandan PerikananNomor 17Tahun
2008 tentangKawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil;

20. PeraturanMenteriKelautandan PerikananNomor 18 Tahun
2008 tentangAkreditasiTerhadapProgramPengelolaan
Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil;

21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20
tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan
Perairan di Sekitarnya;

22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08
Tahun 2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan
Pulau-Pulau Kecil;

23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30
Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi
Kawasan Konservasi Perairan;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

25. Peraturan Daerah Povinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Povinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Povinsi Sulawesi Barat
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);

26. Peraturan Daerah ProvinsiSulawesiBaratNomor 6 Tahun
2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 39);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5
Tahun 2010  tentangRencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-
2025, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2010 Nomor 05 TambahanLembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 51).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANGRENCANA STRATEGIS
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILPROVINSI
SULAWESI BARAT

Pasal   1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi

Barat.
6. PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses

perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian
sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor antara Pemerintah
dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta ilmu
pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

7. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut
yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

8. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000
km

2
(dua ribu kilometer persegi) atau lebarnya kurang dari 10 kilometer

beserta kesatuan ekosistem di sekitarnya yang terpisah dari pulau induk.
9. Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati,

sumber daya non hayati; sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan;
sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove
dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral
dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait
dengan kelautan dan perikanan dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan
alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan
kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat diwilayah
pesisir.

10. Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan dan
memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan
sumberdaya ikan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

11. Kawasan Konservasi Perairan atau sebelumnya diistilahkan dengan Kawasan
Konservasi Laut Daerah (KKLD) adalah kawasan perairan yang dilindungi,
dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya
ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

12. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan
organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.

13. Ekosistem Terumbu Karang adalah terdiri atas polip-polip karang dan
organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni, yang merupakan
suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan
kapur(CaCO3).

14. Ekosistem Padang Lamun merupakan suatu sistem yang disusun terutama
oleh tumbuhan tingkat tinggi (berbunga) di dasar perairan laut dangkal dan
berfungsi sebagai struktur rangka dasar dalam hubungan timbal balik
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tanaman dan hewan yang dikontrol oleh pengaruh interaksi baik faktor
biologi maupun faktor fisik-kimia.

15. Ekosistem Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang khas
tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur,
berpasir, atau muara sungai, seperti pohon api-api (Avicennia spp), pedada
(Sonneratia), tanjang (Bruguiera), nyirih (Xylocarpus), tengar (Ceriops) dan
buta-buta (Exoecaria).

16. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab dengan
menjaga keaslian dan kelestarian lingkungan dan meningkatkan
kesejahteraan penduduk setempat. Jadi ekowisata merupakan salah satu
kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan
aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi
masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

17. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana baik secara
struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan atau buatan
maupun nonstruktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan
menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

18. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi
perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan
yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan
dangkal, rawa payau dan laguna.

19. Pantai merupakan ekosistem yang terletak antara garis air surut terendah
dengan air pasang tertinggi. Ekosistem ini berkisar dari daerah yang
substratnya berbatu dan berkerikil (yang mendukung flora dan fauna dalam
jumlah terbatas) hingga daerah berpasir aktif (dimana populasi bakteri,
protozoa dan metazoan ditemukan) serta daerah yang bersubstrat liat dan
lumpur (dimana ditemukan sejumlah besar komunitas binatang yang jarang
muncul ke permukaan).an U

20. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek fungsional.

21. Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh
daratan.

22. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai.

23. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya
disebut RSWP-3-K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor
untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan,
sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator
yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

24. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang
mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah
Daerah, nelayan tradisonal, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya
ikan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha wisata
bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.

Pasal 2
(1) RSWP-3-K sebagai dokumen bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan jangka waktu
selama 20 (dua puluh) tahun.

(2) RSWP-3-K disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pemangku
kepentingan.
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Ditetapkan di  Mamuju
pada tanggal, 9 Januari 2013

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

(3) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali, dengan berpedoman pada
Dokumen  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Barat dan Rencana Kerja Pemerintah Sulawesi Barat.

Pasal 3
(1) Sistematika Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-

3-K) Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Profil Sumberdaya Pesisir
BAB III :Kerangka Strategis  Pembangunan
BAB IV : Kajian Ulang, Pemantauan dan Evaluasi
BAB V : Informasi Lebih Lanjut

(2) Sistematika Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-
3-K) Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini

Pasal 4
(1) RSWP-3-K sebagai dasar kebijakan dan dokumen dasar bagi penyusunan

perencanaan sebagai berikut:
a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K);
b. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP-3-K);
c. Rencana Aksi Pengeloaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RAWP-

3-K).
(2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Pasal5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Barat.




